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Abstrak 

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah daerah mengembangkan 

inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kualitas layanan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pelayanan Operator 

Kapal (SIP-OK) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk 

penerapan Smart Governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis Miles, Huberman, dan 

Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIP-OK meningkatkan efisiensi administrasi, 

transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan operator kapal. 

Keberhasilan implementasi memerlukan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur 

digital, keamanan data, serta integrasi sistem pemerintahan digital. 

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Smart Governance, Transportasi. 

 

Abstract 

Digital transformation in public services encourages local governments to develop 

technology-based innovations to improve governance effectiveness and service quality. This 

study aims to analyze the implementation of the Ship Operator Service Information System 

(SIP-OK) at the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency as a form of Smart 

Governance. The study used a descriptive qualitative approach through interviews, 

observations, and documentation, with analysis by Miles, Huberman, and Saldaña. The results 

indicate that SIP-OK improves administrative efficiency, transparency, accountability, 

accessibility, and responsiveness of ship operator services. Successful implementation 

requires strengthening human resources, digital infrastructure, data security, and integration 

of digital government systems. 

Keywords: Innovation, Public Services, Smart Governance, Transportation. 

 

PENDAHULUAN 

 Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda prioritas dalam reformasi 

birokrasi Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan 
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kualitas pelayanan publik (Isma et al., 2025; Suryana et al., 2025). Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi mendorong instansi pemerintah untuk mengubah pola pelayanan 

konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan 

mudah diakses masyarakat (Rejeki & Solihin, 2026; Satria, 2026). Digitalisasi pelayanan 

publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi 

instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan 

kebutuhan masyarakat (Gani & Jaya, 2025; Imelda et al., 2026). Sejalan dengan hal tersebut, 

pemerintah menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka 

utama transformasi digital melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menekankan pentingnya integrasi 

sistem informasi, efisiensi birokrasi, interoperabilitas data, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  

Dalam perspektif administrasi publik, transformasi digital berkaitan erat dengan 

konsep Smart Governance (Zein & Septiani, 2025). Konsep ini menempatkan teknologi 

digital sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

melalui pemanfaatan data, integrasi layanan, transparansi informasi, kolaborasi 

antarpemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based 

decision making) (Purwanto et al., 2026). Smart Governance tidak hanya mengubah cara 

pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan 

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi 

(Yanto, Anirwan, & Sirajuddin, 2025). Dengan demikian, inovasi digital bukan sekadar 

penggunaan aplikasi, melainkan bagian dari perubahan tata kelola yang mengedepankan 

efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, serta peningkatan nilai publik (public value) (Endri, 

2026).  

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki peran 

strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah 

(Malahika et al., 2025; Yahni et al., 2026). Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah 

memiliki tanggung jawab menyediakan layanan transportasi yang aman, tertib, efisien, dan 

berkualitas (Syafira, 2022). Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan transportasi masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti proses administrasi yang panjang, pengelolaan 



 

 

 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 5 Nomor 3 Juli (2026) 

 

3982 

dokumen yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, keterbatasan akses informasi, serta 

koordinasi antarunit kerja yang belum optimal (Badjuka et al., 2026). 

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, karakteristik wilayah kepulauan menjadikan 

transportasi penyeberangan sebagai salah satu moda yang sangat penting dalam mendukung 

konektivitas antarwilayah (Satyadharma et al., 2026). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

melalui Dinas Perhubungan mengelola sejumlah pelabuhan penyeberangan yang melayani 

mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi antarpulau (Herman et al., 

2026). Tingginya intensitas pelayanan operator kapal memerlukan sistem administrasi yang 

mampu menjamin kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan. Apabila proses 

pelayanan masih dilakukan secara manual, potensi terjadinya keterlambatan, kesalahan 

administrasi, duplikasi data, serta rendahnya efisiensi operasional menjadi semakin besar.  

 

Gambar 1 Capture Video terkait SIP OK 

Sumber : Dishub Sultra (2026) 

 

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Tenggara mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) sebagai 

inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. SIP-OK merupakan sistem informasi 

yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pelayanan operator kapal dalam satu platform 

digital sehingga setiap tahapan pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif, 
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terdokumentasi, dan mudah dipantau (Dishub Sultra, 2026). Sistem ini mendukung 

digitalisasi proses administrasi mulai dari pengajuan permohonan layanan, unggah dokumen 

persyaratan, proses verifikasi, disposisi, pemantauan status pelayanan, hingga penyimpanan 

data secara elektronik. Dengan mekanisme tersebut, pelayanan menjadi lebih sederhana, 

cepat, dan terdokumentasi secara sistematis.  

Implementasi SIP-OK mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Smart Governance 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, digitalisasi pelayanan mampu 

meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan pengurangan 

penggunaan dokumen fisik. Kedua, sistem menyediakan transparansi informasi karena 

pengguna dapat memantau perkembangan permohonan secara daring tanpa harus datang ke 

kantor pelayanan. Ketiga, setiap aktivitas pelayanan tercatat secara digital sehingga 

memperkuat akuntabilitas organisasi dan mempermudah proses pengawasan maupun evaluasi 

kinerja. Keempat, integrasi basis data memberikan dukungan terhadap pengambilan 

keputusan berbasis data, termasuk dalam penyusunan kebijakan pelayanan transportasi 

penyeberangan di tingkat daerah (Nonci & Sinrang, 2024).  

Selain meningkatkan efektivitas birokrasi, SIP-OK juga memberikan manfaat 

langsung bagi operator kapal sebagai pengguna layanan. Kemudahan memperoleh informasi, 

kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, serta berkurangnya biaya administrasi menjadi 

indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik. Inovasi ini sekaligus mendukung 

pencapaian prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu memberikan pelayanan yang mudah 

diakses, transparan, cepat, tepat, dan memenuhi harapan masyarakat.  

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SIP-OK tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kapasitas sumber 

daya manusia, kualitas infrastruktur digital, keamanan informasi, serta komitmen pimpinan 

dalam mendorong perubahan budaya kerja. Transformasi digital memerlukan perubahan pola 

pikir aparatur dari pelayanan administratif konvensional menuju pelayanan yang berbasis 

data, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Oleh karena itu, evaluasi 

terhadap implementasi SIP-OK menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana inovasi 

tersebut mampu mendukung penguatan pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih modern.  



 

 

 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 5 Nomor 3 Juli (2026) 

 

3984 

 

Gambar 2 Capture Video terkait SIP OK 

Sumber : Dishub Sultra (2026) 

 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan kepuasan 

masyarakat (Renanda & Rosidin, 2025; Yanto, Anirwan, & Nugroho, 2025). Namun, 

sebagian besar penelitian masih berfokus pada layanan administrasi kependudukan, perizinan, 

kesehatan, atau perpajakan. Kajian mengenai digitalisasi pelayanan operator kapal pada 

pemerintah daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, masih relatif 

terbatas. Padahal, karakteristik geografis wilayah kepulauan menuntut sistem pelayanan 

transportasi yang memiliki tingkat keandalan dan integrasi lebih tinggi dibandingkan wilayah 

daratan. Dengan demikian, penelitian mengenai SIP-OK memiliki nilai kebaruan karena 

mengkaji implementasi inovasi digital pada sektor transportasi penyeberangan yang belum 

banyak dibahas dalam literatur administrasi publik.  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana inovasi 

Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) berkontribusi terhadap penguatan 

pelayanan publik di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui peningkatan 
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efisiensi, transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas layanan berbasis digital secara 

berkelanjutan..  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis 

implementasi Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) di Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu dari Bulan Juni-Juli 

2026. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan 

informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi pejabat, petugas pelayanan, 

administrator sistem, dan operator kapal. Analisis data menggunakan model Miles, 

Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking 

untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan komprehensif (Saadah et al., 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam 

mekanisme pelayanan administrasi operator kapal. Sebelum penerapan SIP-OK, sebagian 

besar proses pelayanan masih dilakukan secara manual, mulai dari penyampaian dokumen, 

verifikasi persyaratan, hingga pemantauan status pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan 

proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama, meningkatkan potensi kesalahan 

pencatatan, serta membatasi akses informasi bagi pengguna layanan. Kehadiran SIP-OK 

menjadi solusi inovatif melalui digitalisasi proses pelayanan yang lebih sistematis, 

terintegrasi, dan mudah dipantau. 

Dari aspek efisiensi pelayanan, SIP-OK mampu mempercepat proses administrasi 

melalui penyederhanaan alur pelayanan berbasis digital. Operator kapal tidak lagi sepenuhnya 

bergantung pada mekanisme tatap muka untuk menyampaikan dokumen maupun memperoleh 

informasi perkembangan layanan. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, pemeriksaan, 

dan penyimpanan data dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi penggunaan 

dokumen fisik serta waktu penyelesaian pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

inovasi digital dapat meningkatkan produktivitas organisasi sekaligus mengoptimalkan 
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sumber daya pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Della et al., 

2025; Saalino et al., 2026). 

Selain efisiensi, penerapan SIP-OK juga memperkuat aspek transparansi pelayanan 

publik. Melalui sistem informasi, setiap tahapan pelayanan dapat terdokumentasi dan dipantau 

oleh pihak yang berkepentingan (Sella et al., 2025). Transparansi ini memberikan kepastian 

kepada operator kapal mengenai status permohonan, kelengkapan administrasi, serta proses 

penyelesaian layanan. Ketersediaan informasi secara digital juga mengurangi ketidakpastian 

dalam proses pelayanan dan mendukung terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara 

pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan (Irawan 

et al., 2025). 

Dari perspektif akuntabilitas, SIP-OK memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Setiap aktivitas pelayanan tercatat dalam 

sistem sehingga memudahkan proses evaluasi kinerja, identifikasi hambatan, serta 

penelusuran terhadap setiap tahapan pelayanan (Sihombing et al., 2025). Rekam digital 

(digital record) yang tersedia dalam SIP-OK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan 

tata kelola pelayanan yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip Smart 

Governance yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Togala et al., 2025). 

Pada aspek aksesibilitas layanan, SIP-OK memberikan kemudahan bagi operator kapal 

dalam memperoleh pelayanan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Digitalisasi pelayanan 

memungkinkan pengguna mengakses informasi serta mengajukan kebutuhan administrasi 

secara lebih fleksibel (Fadri, 2024). Bagi wilayah Sulawesi Tenggara yang memiliki 

karakteristik geografis kepulauan, pengembangan layanan digital menjadi sangat relevan 

karena mampu mengurangi hambatan jarak antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna 

jasa transportasi laut. Dengan demikian, SIP-OK berperan dalam memperluas jangkauan 

pelayanan publik sekaligus mendukung konektivitas antarpulau (Megawati et al., 2024). 

Selanjutnya, SIP-OK menunjukkan peningkatan pada aspek responsivitas organisasi. 

Sistem informasi membantu Dinas Perhubungan dalam merespons kebutuhan pengguna 

layanan secara lebih cepat melalui penyediaan data dan informasi yang akurat (Hasibuan & 

Santoso, 2025; Wijaya et al., 2024). Data pelayanan yang terkumpul dalam sistem dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan transportasi penyeberangan 



 

 

 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 5 Nomor 3 Juli (2026) 

 

3987 

(Gemilang et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi digital tidak hanya berfungsi 

sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis dalam pengambilan 

keputusan berbasis data (data-driven policy) (Ardiani & Hasan, 2026). 

Dalam perspektif inovasi pelayanan publik, SIP-OK mencerminkan perubahan 

paradigma pelayanan dari pendekatan administratif konvensional menuju pelayanan yang 

berorientasi pada kebutuhan pengguna. Inovasi ini memberikan nilai tambah melalui 

kemudahan akses, peningkatan kualitas informasi, dan penyederhanaan prosedur pelayanan 

(Zainuddin et al., 2026). Keberhasilan SIP-OK menunjukkan bahwa transformasi digital pada 

sektor transportasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat reformasi birokrasi 

daerah (Hajar & Emelia, 2025). 

Namun demikian, implementasi SIP-OK masih menghadapi beberapa tantangan. 

Faktor kesiapan sumber daya manusia, kemampuan adaptasi pengguna, ketersediaan 

infrastruktur teknologi, serta keberlanjutan pengelolaan sistem menjadi aspek yang perlu 

diperhatikan (Mahmudah et al., 2025). Aparatur pelayanan perlu memiliki kompetensi digital 

yang memadai agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal (Sarjito & Djati, 2025). Selain 

itu, peningkatan keamanan data dan integrasi SIP-OK dengan sistem informasi pemerintah 

lainnya juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan inovasi (Ramadhani et al., 

2024). 

Secara keseluruhan, SIP-OK merupakan bentuk inovasi strategis Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi (Lampouw et al., 2025; Rajulan et al., 2025; Yahni et al., 2026). Implementasi 

sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi operator kapal, tetapi juga 

mendukung terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi 

pada kepuasan pengguna. Dengan penguatan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan 

infrastruktur digital, SIP-OK berpotensi menjadi model inovasi pelayanan publik sektor 

transportasi yang mendukung penerapan Smart Governance di tingkat daerah (Heriyanto & 

Voutama, 2025). 

 

KESIMPULAN  

Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi inovasi digital yang mampu memperkuat 
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kualitas pelayanan publik. SIP-OK meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, 

akuntabilitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan melalui integrasi sistem informasi. 

Inovasi ini mendukung penerapan Smart Governance dengan menyediakan layanan berbasis 

data yang lebih efektif dan terukur. Keberlanjutan SIP-OK memerlukan penguatan sumber 

daya manusia, infrastruktur teknologi, serta integrasi dengan sistem pemerintahan digital 

lainnya. 

Dinas Perhubungan Sultra perlu mengembangkan SIP-OK secara berkelanjutan 

melalui peningkatan infrastruktur digital, kompetensi aparatur, keamanan data, dan integrasi 

layanan. Operator kapal diharapkan meningkatkan literasi digital, memanfaatkan SIP-OK 

secara optimal, serta berpartisipasi memberikan masukan untuk penyempurnaan kualitas 

pelayanan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian kuantitatif mengenai 

efektivitas SIP-OK, kepuasan pengguna, serta dampaknya terhadap kinerja pelayanan 

transportasi laut. 
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